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LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

 

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 81 TAHUN 2026

TENTANG

KOMITE TALENTA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

 

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa untuk  penguatan  pembangunan sumber  daya  manusia

melalui  transformasi  manajemen  Aparatur  Sipil  Negara,  perlu

mempersiapkan infrastruktur manajemen talenta Aparatur Sipil

Negara di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah;

  b. bahwa dalam rangka mempersiapkan infrastruktur  manajemen

talenta Aparatur Sipil Negara di lingkungan Lembaga Kebijakan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu dibentuk komite yang

bertugas memastikan pelaksanaan manajemen talenta Aparatur

Sipil  Negara  di  lingkungan  Lembaga  Kebijakan  Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah berjalan dengan baik dan sesuai dengan

amanat reformasi birokrasi;
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  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf  a  dan  huruf  b,  perlu  menetapkan  Keputusan  Kepala

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang

Komite  Talenta  Aparatur  Sipil  Negara  di  Lingkungan Lembaga

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

 

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor  6037)  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan

Pemerintah  Nomor  17  Tahun  2020  tentang  Perubahan  atas

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6477);

  2. Peraturan  Presiden  Nomor  106  Tahun  2007  tentang  Lembaga

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor

93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden

Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2022 Nomor 144);

  3. Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan

Reformasi  Birokrasi  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun 2020

tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara

Republik  Indonesia  Tahun 2020 Nomor 18)  sebagaimana telah

diubah  dengan  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur

Negara  dan Reformasi  Birokrasi  Republik  Indonesia  Nomor  20

Tahun  2025  tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor

3 Tahun 2020 Tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1193);

  4. Peraturan  Lembaga  Kebijakan  Pengadaan  Barang/Jasa

Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata

Kerja  Lembaga  Kebijakan  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
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  5. Keputusan Kepala LKPP Nomor 149 Tahun 2025 tentang Pedoman

Penyelenggaraan  Manajemen  Talenta  Aparatur  Sipil  Negara  di

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN  KEPALA  LEMBAGA  KEBIJAKAN  PENGADAAN

BARANG/JASA  PEMERINTAH  TENTANG  KOMITE  TALENTA

APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

 

KESATU : Menetapkan Komite Talenta Aparatur Sipil Negara di Lingkungan

Lembaga  Kebijakan  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah,  untuk

selanjutnya disebut Komite Talenta.

 

KEDUA : Komite Talenta terdiri atas Ketua dan Anggota, serta dibantu oleh

Sekretariat  Komite  yang  susunan  keanggotaannya  sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

 

KETIGA : Komite  Talenta  bertanggung  jawab  kepada  Kepala  Lembaga

Kebijakan  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  selaku  Pejabat

Pembina Kepegawaian.

 

KEEMPAT : Komite Talenta memiliki tugas sebagai berikut: 

a.  melakukan  verifikasi  pemeringkatan  kinerja  tahunan  pegawai

Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  dan  tingkatan  potensial  pegawai

ASN;

b.  menetapkan  kotak  manajemen  talenta  pegawai  ASN  untuk

seluruh jenjang jabatan;

c.  merekomendasikan  pegawai  ASN yang  memenuhi  persyaratan

untuk masuk dalam kelompok rencana suksesi kepada Pejabat

Pembina Kepegawaian;

d.  merekomendasikan rencana penempatan talenta Pegawai Negeri

Sipil  (PNS),  rencana pengembangan talenta PNS, dan rencana

akuisisi talenta ASN kepada Pejabat Pembina Kepegawaian; dan
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  e.  merekomendasikan  hasil  evaluasi  pelaksanaan  penempatan

talenta PNS, rencana pengembangan talenta PNS, dan rencana

akuisisi talenta ASN kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.

 

KELIMA : Sekretariat  Komite  memiliki  tugas  melaksanakan  pemberian

dukungan teknis dan administrasi pelaksanaan Manajemen Talenta

ASN.

 

KEENAM : Masa kerja Komite Talenta terhitung sejak tanggal ditetapkannya

Keputusan Kepala ini sampai dengan dicabut atau dilakukannya

perubahan atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah ini. 

 

KETUJUH : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Komite Talenta,

dibebankan  kepada  Daftar  Isian  Pelaksanaan  Anggaran  (DIPA)

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

 

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 

Ditetapkan di JAKARTA

Pada tanggal 13 Juli 2026

KEPALA 

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN

BARANG/JASA PEMERINTAH, 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

SARAH SADIQA

Tembusan Yth.: 

Para Anggota Komite Talenta
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